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PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 49 TAHUN 2025 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2021  
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH  

KABUPATEN KENDAL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KENDAL, 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan 
penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan 

daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara 
wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan 
rasa keadilan dan kepatutan; 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian 
dari pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian 

laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang 
memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan 
mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah 

diterima secara umum; 

c. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 
16 Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi dan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual Nomor 17 Properti Investasi, maka Peraturan Bupati 
Kendal Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dipandang sudah 
tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu 

diadakan perubahan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal; 

Mengingat :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

SALINAN 
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2.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
8586); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor  
12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3079); 

6. Peraturan Bupati Kendal Nomor 66 Tahun 2021 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal 
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 66); 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN 
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 66 
Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 

2021 Nomor 66) diubah sebagai berikut: 

1. Diantara ketentuan angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 4 

(empat) angka yakni angka 5a, angka 5b, angka 5c, dan 
angka 5d sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.  

2. Bupati adalah Bupati Kendal. 
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom.  

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang 
dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan 

yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak 
dan kewajiban Daerah tersebut.  

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.  

5a. Transaksi adalah kejadian penting yang dapat mengubah 
keputusan pengguna laporan keuangan, dan oleh 

karenanya dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. 
5b. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar 

akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas 

menjadi sesuai dengan yang seharusnya. 
5c. Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang 

mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan. 

5d. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian 
kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan 

untuk melakukan Transaksi wajar. 
6. Akuntansi adalah proses identifikasi pencatatan, 

pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran Transaksi 

dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta 
penginterpretasian atas hasilnya.  

7. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, 
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik 
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 
8. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, 

dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih 

oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun 
dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah 

untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan 
dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan 
keuangan terhadap anggaran, antar periode, maupun antar 

entitas. 
9. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya 

disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan pemerintah. 

10. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui 
pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam 
pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan 
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
11. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, 

nomor dan tanggal efektif. 
12. Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS 

adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait Transaksi 
keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman 
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dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan 
Pemerintah Daerah. 

13. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui 
pengaruh Transaksi dan peristiwa lainnya pada saat 
Transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan 

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 
14. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 

Transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara 
kas diterima atau dibayar. 

15. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria 

pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan 
akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi 
unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-Laporan 

Realisasi Anggaran, belanja, pembiayaan, pendapatan- 
Laporan Operasional dan beban, sebagaimana akan 

termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang 
bersangkutan. 

16. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk 

mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan 
keuangan. 

17. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan 

secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. 
18. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA 

adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi 
pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, 
pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, 

yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya 
dalam satu periode. 

19. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya 
disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi 
kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 

pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih awal, Sisa 
Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran, Koreksi, dan Saldo 
Anggaran Lebih akhir. 

20. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi 
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, 

kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 
21. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah 

laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh 

kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang 
tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan 

surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan 
yang penyajiannya disandingkan dengan periode 
sebelumnya. 

22. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah 
laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, 
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu 

periode akuntansi serta saldo kas, dan setara kas pada 
tanggal pelaporan. 

23. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE 
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 
perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, 

surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir. 
24. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat 

CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang 
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu 
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pos  yang  disajikan  dalam  LRA,  LPSAL,  LO,  LPE,  Neraca,
dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

25. Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat
  SKPD  adalah unsur perangkat  daerah  pada  Pemerintah
  Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

26. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
  disingkat  SKPKD  adalah  unsur  penunjang urusan
  pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
  pengelolaan keuangan Daerah.

27. Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah  yang  selanjutnya
  disingkat  PPKD  adalah kepala SKPKD yang  mempunyai
  tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan
  belanja Daerah dan  bertindak  sebagai bendahara umum
  Daerah.

28. Bendahara  Umum  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  BUD
  adalah PPKD yang  bertindak  dalam  kapasitas sebagai

  Bendahara Umum Daerah.
29. Entitas  Pelaporan  adalah  unit  pemerintahan  yang  terdiri

  dari  satu  atau  lebih  entitas  akuntansi  dan  entitas
  pelaporan  yang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-
  undangan  wajib  menyampaikan  laporan
  pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

30. Entitas  Akuntansi  adalah  unit  pemerintahan  pengguna
  anggaran/pengguna  barang  yang  wajib  menyelenggarakan
  akuntansi  dan  menyusun  laporan  keuangan  untuk
  digabungkan pada entitas pelaporan.

2. Lampiran  I  diubah  sehingga  menjadi  sebagaimana  tercantum
  dalam  Lampiran  I  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan
  dari Peraturan Bupati ini.

3. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum
  dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
  dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan 
pengundangan  Peraturan  Bupati  ini  dengan  penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 15 Desember 2025

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

  Diundangkan di Kendal

  pada tanggal 15 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH

  KABUPATEN KENDAL,

  cap ttd

AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 NOMOR 49


